PERATURAN GUBERNg}PfTR KALIMANTAN BARAT
NOMOR;TAHU.N 2021
' TENTANG e
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN E UNGSI
SERTA TATA KERJ A DINAS PENANAMAN M@DAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ;
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menimbang > a. bahwa berdasarkan ketentuan ; Pas
Peraturan: Pemeﬂntah Nomer'
sebagazmana telah diubah _:..-cienga
Pemerintah Nomor 7 2 Tahun 2020_* tent'_

dalam Jahatan fungsxonal
d. bahwa- berdasarkan




Mengingat
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Pasal 18 ayat (6) Undang~Undang Dasar Negara
Rebublik Indonesia Tahun 1945; - '

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 'i:en‘tang, a
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom = Provinsi . -

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan - odan

Kalimantan Timur  (Lembaran . 'N@g’aﬁ*&" '_-Republﬂéz . |
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,-_.'Tambahé{n -:

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomior 1 106)' o

Undang-Undang Nomor 25 Tahun- 200’7 ’I‘entang_ |
Penanaman Modal (Lembaran: Negara ‘Republik ~
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahaﬂ SERE

lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 4724)

Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang.__.-: N
Aparatur Sipil Negara (Lembaran: E\Eegara Repubhk S
Indonesia Tahun 2014 Nomor -6, Tambahang; Lo

lLembaran Negara Republik Indonesm Nomor 5494)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 te:ntang-.'___';'__'-_';'_._:_-'f e
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaza Repubhk-_
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan_:_f,'::-_-__ _
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587).
sebagaimana telah diubah- beberapa kah dan ieralihzrnf:__'_. o
dengan Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 2020 . @
tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahanjff:

Lembaran Negara Republik Indonesza Nomor 657 3)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang::-
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk S
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik’ 1ndonesaa Nomor 5887)}1_'_'1-; LR
sebagaimana  telah diubah dengan :Peraturan’ e
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan:": s
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun' 2016':;'__-’.' .
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk;"_:'-_.-_ii"@ L
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahanf:.'_._;_' e

Lembaran Negara Republik Iﬁdonesm Nomor 6402}

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangf
Manajemen Pegawai Negeri Slpﬂ (Lembaran Negaraf- -
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Iﬂdonesza Nc}mor 6037) o
sebagaimana telah diubah denfran ' Peraturaﬂ{?-_:.__'-.f e
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahanjf-f-f. dEE
Atas Peraturan Pemerifitah Nomor: 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri - Slpﬂ (Lembaran-{ff"'
Negara Republik Indonesia’ Tahun 2020 Nomor 68, =~ .

Tambahan Lembaran Negara Repubhk: Indonesu—t*.._: 3B

Nomor 6477);

piyineina
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8.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatm Negara =~

dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun-_QOZl '
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam

Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia .

Tahun 2021 Nomor 525);

g, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara_

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun- 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada

Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi - :
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomcr' .

546); A
10. Peraturan Daerah Nomor 8 'I‘ahun 2016 tentang :

Pembentukan dan Susunan Perangkat = Daerah
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi-
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahar =
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor =

6} sebagaimana telah diubah beberapa kali- dan
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor ‘5 Tahun =~ = .
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan .. =
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 ientarlg Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimaiitan =~ .

Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan  Lembaran }Daerahi'_--:'_';-" s

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA =
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. PROVINSI =

KALIMANTAN BARAT.

BAB 1
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemem‘liahan oleh S
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas =
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnj}?a.’_-"__ OIS
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubhk ‘Indonesia

4. Gubernur adalah Gubernur Kallmantan Earat i |

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republll{:';-' "
Indonesia Tahun 1945. : :

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur - penyéie'nggaia-,: Sl
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pememntaha:ti o

yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.




10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimahtan Barat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan b:dang o

Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Felayanan S |

Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional o

dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pi‘dfe’s’i bagi -

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang .

bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai "ASN’. o

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian :

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan. disefahi tugas R
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 1amnya dan L

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. . v
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga négara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk- mendudukl Jabaian: -
pemerintahan.

.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi cia’n o
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta admmlstrasa pemeuntahan "

dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang mendudukz Jabatan '
Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berzs:t fung31 dan':_'_

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada :
keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang mendudukz Jabatanv
Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan F'Ltﬁgsiénal yang AT REEEE

selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangk:atan Pe?:]::ﬁ::a‘t'E :

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassmg i

pada jabatan fungsional yang setara.

Promosi adalah kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk mengenalkan |

produk-produk unggulan daerah dan potensi daerah lainnya .

Kerjasama dan Pengembangan Penanaman Modal adalah Suaﬁi bénml'{" : x
kerjasama dalam rangka pengembangan penanaman . modal antar -

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Lembaga Pemerintah =

lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri, swasta nasional atau DR

swasta asing.




19.

20,

21

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
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Investasi adalah penggunaan kekayaan masyarakat, termasuk _Zhak~hak
dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara/daerah maupun swasta

nasional atau swasta asing yang berdomisili di wilayah Provinsi Kalimantan = = .
Barat yang disisihkan/disediakan guna menjalankan  sesuatu usaha -~

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Produk Daerah adalah sejumlah barang atau jasa yang memiliki nilai dan
daya saing tertentu.

.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daéi‘éih.

berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang mempakaﬁ- -

bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya - sesem ang atau |

badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. _
Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang aiau pela};u._'

usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tand_a daftar'_- SRR

usaha.

Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap Wakiu L

prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - adalah kegiatan- o
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaammya L e
mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbnnya dokumen.‘

dilakukan dalam satu tempat.

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal ba;}y_'
oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam. modal asmg untuk';' e

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam mc:)dal untuk e
melalcukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukam S
oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam}_._:_'@*

negeri. SR
Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam mOd'eﬂ ' un'tuk'

melakukan usaha di wilayah negaraRepublik Indonesia yang dilakukan
oleh penanam modal asing, bailk yang menggunakan modal asing SRR
sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal - clalam}'.:"E e

negeri.

Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan_f e

penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negerl dan _
penanam modal asing. _ -

Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan Wazga negara IR
Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah’ EE

yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Repubhk Indonesia: -
Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asmg, badan

usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman: B R

modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang '_:.:.: S

yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomii -

Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asmg, per seorangan B

warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/ atau

badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dlmlhkl-'. S

oleh pihak asing.
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33. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik =
Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang
berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

34. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu = @
perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan
wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan -
dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap
permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan
dalam satu tempat.

BABII
KEDUDUKAN
Pasal 2

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi e
Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas vang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IlI
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi
Pasal 3

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunya; tugas ; |
membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang - menjadz - o
kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencana&m dan
pengembangan iklim penanaman modal, promosi pehanaman madal R _
pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, Serta -

kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sesual peratm an |
perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas _::_.5
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pl13tumer1yeienggarakan" S
fungsi :

a. perumusan program kerja di bidang penanaman modal dan peiayanan_
terpadu satu pintu;

b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengei’iiban‘gah ikdim - .
penanaman modal, promosi penanaman modal, pengenidalian __pelaksai'l_aan' -
penanaman modal dan sistem informasi, kebijakan peﬁyéiénggaréaﬁ”-- SR
perizinan dan non perizinan; . [

c. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan peng@mbamgam ﬁdim
penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pe}ajisaﬁaaﬁ e

penanaman modal dan sistem informasi, kebijakan penyelenggaraan
perizinan dan non perizinan; ' '
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pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang- -
undangan,;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu -

Satu Pintu; dan

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh -
Gubernur di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu piritu -
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu o

Pintuterdiri dari :

a. Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
Bidang Promosi Penanaman Modal;

@ 0 U

Informasi,

f. Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non - Perizinan
Wilayah I; '

g. Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan -
Wilayah II; '

h. Unit Pelaksana Teknis; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu o _

Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Dinas
Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,’
mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, -
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas -

di

bidang di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintusesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem"-_f o
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Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala
Dinas mempunyai fungsi :

a.

penetapan program kerja di bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu;

perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim
penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian
pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi serta kebijakan
penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan,;

pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang perencanaan dan
pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal,
pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi
serta kebijakan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;

pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perencanaan dan
pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal,
pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi
serta kebijakan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;

penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan
iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian
pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi serta kebijakan
penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi
birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman
modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan
penanaman modal dan sistem informasi serta  kebijakan
penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan
dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan
pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal,
pengendalianpelaksanaanpenanaman modal dan sistem informasi serta
kebijakan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan; dan

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang penanaman

modal dan palayanan terpadu satu pintu yang diberikan oleh Gubernur
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.




-g.

Bagian Keempat
Sekretariat
Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {1) huruf b, dipimpi_ﬁ_ '
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 9 _
Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan _kebijakan i
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan '-_‘adm_inistrasi
kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab

memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan  dan administrasi di =~

lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam- Pasal 9 Sekr etal 1at': SRR

mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan izencana"'_ S
kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengeiolaan' T

keuangan dan aset;

c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerga EEERE B
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan?,_ R BN

dan aset;

d. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan reric_a'na _-'_kerja-,:'f o _' o
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta Keuangan dan aset di - .
lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; L

e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di. hngkunganf:“ ik

Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang I‘Gncana kerja .. | -
monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta umum dan

aparatur di lingkungan Dinas sesuai dengan kei:entuan peraturan
perundang-undangan; :

g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi- d1 imgkunganiff.--_'_5: 3 S

sekretariat;

h. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, S1stem Akuntabzhtas o S
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di 11ngkungan__;_';ﬂ- PR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas berkenaan o
dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat; :

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap peiaksanaa;a ;;__.;

tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan

k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang dIS&I‘ath.ﬂ oleh SN R

Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan per undang;undangan -
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Pasal 11

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahl Sub Bagzan"--:-' s

Umum dan Aparatur.

{2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oléh 'sééraﬂ'g -:;:: - " | .
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bel‘ca}.'lggung}awab kepada SR

Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam ‘Pasal i1 R
ayat (1), mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebgakan d1f_--’__:'_?_:
bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan keg1atan sesuaz_l___' '_

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Sub SR B

Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparaiur

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebual{an di bzdaflgf"ff-” SRENT

umum danaparatur di lingkungan Dinas;

¢. pemberian dukungan tmhadap peiaksanaan tugas dan fungm d1

lingkungan sekretariat;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan funasz ch_.:

bidang umum dan aparatur;

e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan apara'i:ur Sesual ketentuan“ SR R

peraturan perundang-undangan;

f.  pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagia'n-[}muﬁi déﬁiA'péreifﬁf;* Bt

g. pemberian saran dan permmbamgan kepada- Sekletarzs berkenaan deng:«m}

tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur E

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap 5..} | |
pelaksanaan tugas dan funcfs1 di bidang umum dan aparatur dan L

1.  pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang dlserahkanj ::_'- E Il

oleh sekretaris.

Bagian Kelima o o
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ildim__PenénamaﬁMCfdéi S
Pasal 16 | | -

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modalsebaga;mana* i
dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) huruf ¢, dipimpin. oleh seorang Kepala Bzdemg'f_'_'_ '_ S

vang berada di bawah dan ber tanggunbjawab kepada Kepala Dmas
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Pasal 17

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Mddainiempizny'ai' S
tugas menylapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang BN
perencanaan penanaman modal, deregulasi penanaman modai,:_pembei"day'aaﬁ R BT
usaha daerahserta bertanggungjawab memimpin seluruh kegia‘tafi@élay'arian

dan administrasi di bidang perencanaan dan pengembangan 1khm penanaman’

modal. '

Pasal 18 S e
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17" '}Bidan'g e
Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsz

a. penyusunan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ikhm“.
Penanaman Modaj, '

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di blda_ng perencanaan’-_ e
penanaman modal; co : Lo _

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dl bldang dettegulasi_'_.]
penanaman modal; : ' o

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan -teknis ' '-di' bidang S
pemberdayaan usaha daerah; | B e

e. pengkoordinasian terhadap p@laksanaan tugas di bidang pez encanaan dan SRR
pengembangan iklim penanaman modal; :

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan . fungsz d1 'ﬂ_ﬁg o
bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanamaﬁ modalsesuai S
peraturan perundang-undangan;

g penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pereﬁcahaaﬁ dan.
pengembangan iklim penanaman modalsesuai "peraturan perundang?_ N
undangan; ' :

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan admimstram bidangf SRR R
perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modalsesual peraturan" R RN S
perundang-undangan.

1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas d1 bldang' L
perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal; S

j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas’ b-erkenaan’-;f'_-‘:; | 5
dengan tugas pokok dan fungsi di bidang per encanaan dan pengembangan-_-r-_- s |
iklim penanaman modal; dan g

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kep.ala Dmas 'd'i'.' bidéﬁg’: : e
perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modalsesual peraturan_- SHE
perundang-undangan. '
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Bagian Keenam
Bidang Promosi Penanaman Modal

Pasal 19

Bidang Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasai 5 aya‘i:'f

(1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan-._. e

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas mezay;&apkan bahan dan iy

merumuskan kebijakan teknis di bidang penyiapan sarana dan’ prasarana SEOE B
promosi penanaman modal, promosi penanaman modal, - dan Afasilitasi. -
kerjasama, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan . pelayaﬁan'_-l-'i_ R

dan administrasi di bidang promosi penanaman modal.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Bidang'gﬁ_ A DR

Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi : _
a. peryusunan program kerja Bidang Promosi Penanaman Moda}

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di. bxda_ng penyiapan B

sarana dan prasarana promosi penanaman modal;

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dl bldang promos; S

penanaman modal;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan tekms dl bldang faszhtasi:':'_'_.;_.-".

kerjasama;

e. pengkoordinasian di bidang promosi penanaman modal;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fung31 di
bidang promosi penanaman modal sesuai dengan keten,tuan peratumn”z'_'.ﬂ'ii'

perundang-undangan;

g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bldang promosz penanaman” S

modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundaﬁgﬂﬂdangan

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang promosx-;‘ :
penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—f'_ N

undangan,;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas berkenaanf_',:'j__:’ e

dengan tugas dan fungsi di bidang promosi penanaman modal

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dl bidan&“; S

promosi penanaman modal; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dmas dz bldang:- TR AR

promosi penanaman modal sesuai dengan ketentuan- peraturan}}"l_'
perundang-undangan. - L
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Bagian Ketujuh
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
dan Sistem Informasi
Pasal 22

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 23

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informas:i-_.- N

mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di
bidang pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, -
pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pengolahan data _dézi |
informasi,serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan
administrasi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan -
sistema informasi.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang
PengendalianPelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informas'imempunyai s

fungsi:

a. penyusunan program kerja Bidang PengendalianPelaksanaan Penanaman

Modal dan Sistem Informasi;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemantauan .

dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di b1dang pembmaan !
pelaksanaan penanaman modal;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidaﬁg pengoiahan |
data dan informasi;

e. pengkoordinasian di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal :
dan sistem informasi,

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasgi .-
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di  bidang pengendaliém'

pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di  bidang - |

pengendalian pelalksanaan penanaman modal dan sistem informasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas bezi{en'éail

dengan tugas dan fungsi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman’ .

modal dan sistem mformasz,,
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j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang -
pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan
Non Perizinan Wilayah 1
Pasal 25

Bidang Kebijakan, Penvelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wﬂayah-f

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang -

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 26

Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I

mempunyal tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan:-tékﬁis“_di .
bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer wilayah I, pelayaman - =

perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wilayah 1, kebijakan, -
advokasi dan pengaduan wilayah I, serta bertanggungjawab memimipin -
seluruh  kegiatan pelayanan dan administrasi di  bidang  kebijakan,
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah I. S

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Bzdaﬂg - 5'
Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wllayah 1 mempunyal .

fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Kebijakan, Penyeienggaraaﬂ Pe1121na1'1"._' i

dan Non Perizinan Wilayah I;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dz bidang pelavanan_ e

perizinan dan non perizinan primer wilayah [;

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bldang pelayanan S

perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wilayahI;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis: di b1dang kebijakaﬂ'
advokasi dan pengaduan wilayah I;

e. pengkoordinasian di bidang kebijakan, penyelenggaraan pez izinan d:’;m non _

perizinan wilayah I,

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fung& d1 Yo L s
bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan Wﬁayah I o ;i

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g penyelenggaraan  urusan  pemerintahan di  bidang kebljaka’n SRR PR
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah'l yang: mehputl Kota
Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, .
Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten - ‘Ketapang, :
Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
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h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi 'di"b'idang '1<:ebij.éikéz'1‘1,}
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah I sesuai dengan -
ketentuan peraturan per undang—undanga_n

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala  Dinas berkenaani_:..__ B

dengan tugas dan fungsi di bidang kebijakan, penyelenggalaan penzman
dan non perizinan wilayah I; -

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas d1 bidang e

kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan Wﬂayahl dan 5
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di blda:ng'.;

kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non Penzmanmlayah 1 sesuai L

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan _
Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan
Non Perizinan Wilayah II
Pasal 28

Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perlzman Wﬁayah H
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang .
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung]awab kepada Kepala £ :'1? i

Dinas.

Pasal 20

Bidang Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Ncm Perzzman Wﬂayah 1 ERE
mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan keb:i;aj{an teknis di

bidang pelayanan perizinan dan non perizinan primer Wﬂayah 115 peiayanan S U
perizinan dan nonperizinan sekunder dan tersier “wilayah' 11, kebljakan S
advokasi dan pengaduan wilayah II, serta bertanggung]awab memlmpm
seluruh  kegiatan pelayanan dan administrasi = di bzda_ng igeszakan ERA

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah II.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam P’a’SaI 29, Bzdang : S
Kebijakan, Penyelenggaraan Perizinan dan Non - Perizlnan Wllayah II-..' T

mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Kebijakan, P@nyelenggam&n Penzman____ .

dan Non Perizinan Wilayah 1I;

b. penylapan bahan dan perumusan kebijakan tekms d1 bzdang pelayanan_ﬁ_-_i,'-::f

perizinan dan non perizinan primer wilayah Ii;

c. penyiapan bahan dan perumusan keszakan teknis di bidang pelayananuz}_ Sl

perizinan dan non perizinan sekunder dan tersier wﬂayah 1I;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di- bzda_ng I{eb}gakan,'. i-_:'-.i S

advokasi dan pengaduan wilayah II;

e. pengkoordinasian di bidang kebijakan, penyelenggaman penzma;a dan non SR

perizinan wilayah 1I;
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f.  pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 'dan"fu'n'gzéi"'di 3
bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wﬁayah II
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - :

g. penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di bzdang' kébijakan, L

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan wilayah II yang. ‘meliputi-
Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten';
Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, sesuai dengan'-
ketentuan peraturan perundang-undangan; '

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi 'di ' bidang
kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan Wﬂayah II sesuai -
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; '

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas ‘berkenaan .

dengan tugas dan fungsi di bidang kebijakan, penyelenggaraan: pemzma:n e .

dan non perizinan wilayah II;

J.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tucras di :
bidang kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perlzman wﬂayah'f.- S

II; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepaia Dmas di bzcia!ng."

kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non permnanwﬂayah 1 sesual'__'_ .

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 31

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)"11.111."111"'_-._;2 o

h dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operas1or1a1 atau '
kegiatan teknis penunjang dinas. :

(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat {1 ) dipzmpm oleh S .
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan ber‘tanggungjawab kepada S

Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 32

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keija Umi"-". . f e
Pelaksana Teknis pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernm sesuzu =

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional _
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam’ Pasal 5
ayat (1) huruf i, yang diangkat berdasarkan penyetaman 3abatan

melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Admlmstrasz belkaztan dengan f- ek

pelayanan teknis fungsional.




(2)

(3)

(1)
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Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan
sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangarn.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada
Pejabat Administrator.

Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu vang
dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang
ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan
Fungsional.

Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan
keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik
kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan
diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki
sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan
Jabatan.

{(2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan

dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai
dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

(3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan
Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.
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BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 36

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari- Pegawai ASN e

yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan pemndangu :
undangan.

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diaﬂgkat dali Pegawai ASN"'

yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan pemndamg—:.-

undangan. -
(3} Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas mempeihatzkan syalat '

dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundangnuﬂdangaﬂ _ '_
(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa: jabatan bagi R
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaijkan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesua; ketentuan. B

peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabaian melaksaﬂakan e at

mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan 331dang'.-"

tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur : mengenai

penyederhanaan birokrasi berlaku.

(2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan keglatan sebagalmana i

dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebacfzaﬂ kewenangan i

yvang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesueu denganj'... :

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan keglatan sebagalmmm i e
dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua: puluh lima

persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk Kenaikan pangka‘t setmgk&t.

lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, :_.:: :
yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi’ tugas pokok dan

pengembangan profesi.

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 38

(1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, 1i1'eﬁ'gav§ra§i"'.:i- :
mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada' S

bawahannya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Admm1stra51 dz—m Pejabat 5
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, - mtegrasz dan e
sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Damah DR

lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanakan. fungs1 pengawasan'_ i
di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang dzperlukan R R
untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang— SR

undangan.




(1

(2)

(1)
(2)
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Bagian Kedua
Laporan
Pasal 39

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan
memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
perihal kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pejabat di lingkungan Dinaswajib mematuhi kebijakan yang
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan
saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna
dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 40

Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lamnya .' _
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. -

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 41

Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintuditetapkan oleh Gubernur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur melalui unit kerja yang bertanggung jawab - di bida;n'g'.' o

kelembagaan memberikan asistensi dan fasilitasi terhada;p penataan
organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu'
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan
pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintuyang dilaksanakan oleh unit kerja terkait -
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. '

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar selizruh-pemegang
jabatan struktural dan jabatan fungsional berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan,
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BABVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlakuy, Pegawai ASN yang
melaksanakan tugas pada Dinas dan Pegawai ASN yang melaksanakan tugas
pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas tetap melaksanakan
tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina
Kepegawaian.

BABIX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor
111 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2016 Nomor 111) sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 43
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

o

pada tanggal ¢

fiyfGUBERNUR KALIMANTAN BARAT, £

| ~SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal °

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

X

A L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR
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